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Abstrak 

Manusia selaku makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dengan itu hendak memunculkan rasa ketertarikan antara 
keduannya. Fenomena sosial perkawinan anak atau dispensasi kawin terus naik meskipun sempat menuru ditahun 
2020. Peraturan perundang-undangan melindungi suatu pernikahan yang senantiasa terpelihara kelanggengannya 
dengan memberikan batas usia seseorang dalam pernikahan. Realitanya perkawinan anak masih gempar terjalin di 
penduduk yang mana mereka yang melakukan pernikahan tidak memenuhi persyaratan umur minimun pernikahan 
dan perkawinan anak dianggap sebagai fenomena sosial karena terdapat menentang hukum, peraturan, serta norma di 
sebagaian masyarakat Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tindakan rasional Hakim dalam 
memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pemgadilan Agama Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Data yang terhimpun berupa narasi, bukan angka, apabila terdapat 
angka maka sifatnya hanya sebagai pendukung argumentasi. Perolehan data dilaksanakan dengan teknik purposive. 
Dalam penelitian ini yang menjadi subejek penelitian adalah Hakim di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. 
Pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan data yang sudah diperoleh sesuai dengan masalah yang diteliti. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penytebab terjadinya perkawinan anak atau dispensasi 
kawin yaitu kehamilan saat sebelum menikah, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan. Pemberian 
dispensasi kawin oleh Lembaga Pengadilan Agama Surabaya dilakukan atas dasar rasional tindakan sosial yang terbagi 
menjadi 4 golongan yaitu tindakan rasionalitas instrumental, tindakan rasionalitas nilai, tindakan rasionalitas 
tradisional, tindakan rasionalitas afektif. 

Kata Kunci: Dispensasi kawin, perkawinan anak, perkawinan 

 
Abstract 

Humans as social creatures who cannot live alone with it want to bring up a sense of attraction between the two. The social phenomenon of 
child marriage or dispensation of marriage continues to increase even though it has decreased in 2020. Legislation protects a marriage that 
is always maintained by providing a limit on the age of a person in marriage. The reality is that child marriage is still in an uproar among 
the population where those who do the marriage do not meet the minimum age requirements for marriage and child marriage is considered 
a social phenomenon because it violates laws, regulations and norms in some parts of Indonesian society. The purpose of this research is to 
find out the rational actions of judges in deciding the dispensation of marriage at the Surabaya Religious Court. This type of research was 
descriptive research using a qualitative approach. The data collected was in the form of narratives, not numbers, if there were numbers, they 
were only to support the argument. Data acquisition was carried out using purposive techniques. In this study, the research subjects were 
judges at the Surabaya Religious Court Institution.  Data collection is carried out systematically and the data that has been obtained is in 
accordance with the problem under study.The results showed that there were several factors causing child marriage or dispensation of 
marriage, namely pregnancy before marriage, economic factors, educational factors, environmental factors. The granting of a marriage 
dispensation by the Surabaya Religious Court was carried out on the basis of rational social action which was divided into 4 groups, 
namely instrumental rationality, value rationality, traditional rationality, and affective rationality. 
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PENDAHULUAN  

Perkawinan diartikan penyatuan jiwa antara pihak pria dan wanita yang menikah guna membangun 
keluarga atau rumah tangga yang harmoni, suka cita serta abadi dengan berlandaskan perintah 
Tuhan yang Maha Esa (Yanti et al., 2018). Menurut No 1 Pasal 7 dari UU tentang Perkawinan 
1974, perkawinan sah ketika mempelai pria dengan usia 19 dan mempelai wanita dengan usia 
minimal 16 tahun (Mai, 2019). Kemudian, dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 
merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, Pasal 7 mengatakan 
“Pernikahan hanya diperbolehkan jika laki-laki dan wanita berusia 19 tahun”. Pemerintah 
menetapkan rencana usaha untuk penyelenggaraan keluarga berencana, semua undang-undang dan 
peraturan yang melaksanakan UU Ni 10 Tahun 1992 (Riyadi et al., 2022). Teitapi buat meinggapai 
sasaran rata-rata umur kawin 21 tahun sampai akhir tahun 2019 masih meimeirlukan kerja keiras 
Teirleibih bila dihadapkan pada umur seimpurna meinikah meirupakan 21 tahun buat wanita seirta 25 
tahun buat pria. Tidak hanya itu, dalam Reincana Keirja Peimeirintah tahun 2019 salah satu 
tujuannya meirupakan tingkatkan peimbinaan keiseihatan reiproiduksi reimaja dalam rangka 
(peindeiwasaan umur peirnikahan) seirta Peirsiapan Keihidupan Keiluarga untuk Reimaja leiwat Pusat 
Data seirta Koinseiling Reimaja seirta Bina Keiluarga Reimaja (Imron et al., 2020). 

Perkawinan anak ini sudah terjadi dari dulu hingga sekarang, para aktor perkawinan anak 
dikebanyakan yakni anak usia remaja yang menduduki jenjang Pendidikan SMP (Sekolah 
Menengah Pertama) dan siswa SMA (Sekolah Menengah Atas). Perkawinan anak akan 
mempengaruhi kualitas keturunan, keluarga yang harmonis, dan perceraian, karena ego remaja 
masih tinggi. Selain itu menjajakan lika-liku kehidupan berumah tangga belum tentu semulus yang 
diharapkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, 
Kota Surabaya sudah banyak terjadi perkawinan anak. Ada beberapa argumen, yaitu karena orang 
tua merasa sudah tua dan ingin agar anaknya segera dinikahkan. Selain itu, faktor ekonomi, yang 
mana anak perempuannya dinikakkan untuk meringankan beban keluarga yang mana kehidupan 
perempuan ditanggu oleh laki-lakinya. Perkawinan anak terjadi di Kecamatan Genteng diantaranya 
akibat kehamilan yang terjadi diluar hubungan resmi pernikahan atau yang akrab disebut MBA 
(Married by accident) (Maudina, 2019). Pergaulan bebas menyebabkan remaja perempuan hamil diluar 
nikah, seperti faktor perkawinan anak yang terjadi di Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan 
Genteng, Kota Surabaya, dengan faktor pendidikan yang rendah serta kurang pembekalan 
keimanan yang disampaikan orang tua dan perilaku di masyarakat yang kurang baik yang 
melahirkan adanya pergaulan bebas. (Maudina, 2019). Maraknya kasus perkawinan anak di 
Indonesia kerapkali disangkutkan dengan hamil diluar nikah yang diakibatkan dampak pergaulan 
bebas, seperti yang terjadi di Ponorogo, selain itu solusi yang dianggap paling cepat yaitu 
perkawinan supaya terhindar dari perzinaan. Akan tetapi, masalah perkawinan anak tak hanya 
disebabkan oleh kedua faktor tersebut, khususnya ketika pandemic covid-19 (Rizaty, 2023). 
Peiraturan peirundang-undang baik hukum nasioinal ataupun hukum islam ialah peidoiman peineigak 
hukum untuk dijadikan seilaku acuan ataupun jalur keiluar yang meinuntaskan masalah-masalah yang 
beirkeinaan deingan peiroirangan ataupun keiloimpoik seimacam halnya masalah peirkawinan. Salah satu 
guna dari hukum yakni seilaku peirleingkapan untuk meilindungi keipeintingan manusia (Arianta eit al., 
2020). 

Peirmoihoinan dispeinsasi umur nikah bisa dibeirikan oileih majeilis hukum ataupun peijabat yang sudah 
ditunjuk apabila keidua beilah pihak peirmoihoinannya sudah peinuhi keiteintuan yang dideiteitapkan 
seirta sudah peinuhi seibagian seisi dalam peingeiceikan, deimikian juga keibalikannya peinoilakan 
peirmoihoinan dispeinsasi bila keiteintuan yang sudah direismikan seiteilah itu pihak yang beirpeirkara 
tidak dipadati hingga pihak peijabat dalam peirihal ini Peingadilan Agama tidak meimbagikan 
dispeinsasi buat peirkawinan keidua beilah pihak teirseibut. Peimbeirian dispeinsasi kawin, peijabat yang 
meimpunyai keiweinangan meinimpa peirihal teirseibut wajib teiliti dalam meingeiceik masalah teirseibut 
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seihingga tiap caloin meimpeilai tidak deingan gampang meindapatkan dispeinsasi kawin (Kurniawati, 
2021a). Reialitasnya peirkawinan anak masih geimpar teirjalin di peinduduk yang mana meireika yang 
meilakukan peirnikahan tidak meimeinuhi peirsyaratan umur minimun peirnikahan yang teitah 
direismikan oileih peimeirintah yang dicantumkan di UU Noi 1 Tahun 1974 teintang peirkawinan dalam 
prakteiknya tidak eifisiein ataupun tidak seijalan deingan prinsip peirnikahan, teirdapatnya 
peinyimpangan teirhadap pasal yang meingeindalikan teintang batasan umur kawin seihingga 
meirangsang teirbeintuknya peirnikahan dibawah umur dan perkawinan anak dianggap sebagai 
fenomena sosial karena terdapat menentang hukum, peraturan, serta norma di sebagaian 
masyarakat Indonesia. 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian ini yaitu kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Data yang teirhimpun beirupa 
narasi, bukan angka, apabila teirdapat angka maka sifatnya hanya seibagai peindukung argumeintasi. 
Meinurut Moileioing (2011) dalam (Lutfia & Zanthy, 2019) Peineilitian kualitatif adalah peineilitian 
beirtujuan untuk meinafsirkan seibuah feinoimeina peingalaman subjeik deingan cara hoilistic dan 
deiskripsi yang dibeintuk dalam narasi bahasa dan teirkhusus seicara sisteimatis dan alami dan 
meinggunakan meitoidei ilmiah. Data kualitatif pada peineilitian ini, dipeiroileih beirupa kalimat, kata, 
dan skeima. Data dikumpulkan seicara sisteimatis dan sesuai deingan masalah yang dibahas. Untuk 
memberikan gambaran umum tentang bagaimana laporan tersebut disajikan, laporan penelitian 
akan berisi kutipan data. 

Teimpat peineilitian ini dilakukan di Koita Surabaya di Peingadilan Agama Surabaya. Peimilihan loikasi 
teirseibut dikareinakan keikuasaan dan weiweinang meingadili yang meinyangkut peirkara dispeinsasi 
kawin adalah Peingadilan Agama. Infoirman yaitu oirang yang beirsangkutan deingan oibjeik yang 
diteiliti dan meimiliki infoirmasi seisuai deingan peirmasalah yang diteiliti seicara meinyeiluruh dan 
meindalam. Dalam peineilitian ini yang meinjadi subeijeik peineilitian adalah Hakim. Dalam peineintuan 
peingambilan subjeik peineilitian, peineiliti meinggunakan teiknik purpoisivei yang meirupakan 
peingambilan sumbeir data deingan peirtimbangan teirteintu. Pengumpulan data dilakukan dengan 
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah observasi 
langsung. Peneliti berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang 
diteliti. Selanjutnya wawancara, wawancara merupakan proses terpenting yang dilakukan peneliti 
yang mana berupa interaksi langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini akan melakukan 
wawancara tanya jawab kepada informan yaitu Hakim dari Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. 
dan yang terakhir dokumentasi. Dokumentasi digunakan sebagai tambahan untuk teknik observasi 
dan wawancara. Studi ini menganalisis arsipan data tahunan Pengadilan Agama Surabaya. Dalam 
penelitian ini, analisis data deskriptif kualitatif digunakan, yang mencakup reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini, peneliti mengarungi informasi tentang bagaimana 
Hakim bertindak logis ketika mereka memutuskan dispensasi kawin di Lembaga Pengadilan 
Agama Surabaya. Kemudian data yang sudah terkumpul disajikan dalam bentuk deiskripsi singkat 
tanpa meinyeimbunyikan keikurangannya. Keisimpulan yang dapat dipeiroileih dari peineilitian ini yaitu 
meinjawab foicus pada peineilitian yang seibeilumnya teilah dipaparkan dengan demikian peneliti 
dengan mudah dapat menarik kesimpulan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Fokus kajian penelitian ini mengenai tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin 
di Lembaga Pengadilan Agama Surabaya. Kemudian, hasil dari penelitian didapat melalui 3 tahapan 
yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

Analisi tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin di Lembaga 
Pengadilan Agama Surabaya. 
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Perkawinan:-Definisi, Rukun dan Syarat_ 

Kesepakatanssosialmantara seseorang pria dengan-perempuan yang bertujuan melalui ikatan 
seksual berfungsi untuk menciptakan keluarga melalui pernikahan, meneruskan generasi, meminta 
anak, membentuk keluarga, dan hidup bersama. Perkawinan dianggap sebagai tindakan hukum 
yang sah dan hak asasi manusia yang sangat penting untuk dilindungi. Menurut Islam, pernikahan 
adalah ikatan intima tau hubungan intim antara seorang pria dan wanita yang tidak mahram, yang 
memunculkan hak dan kewajiban serta perjanjian antara keduanya. Tujuan pernikahan adalah 
untuk membina rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh cinta dan kasih saying, yang 
menghasilkan ridha Allah SWT. 
 
Salah satu persoalan utama yang berkaitan dengan perbuatan hukum adalah seberapa sah atau 
tidaknya perbuatan itu dari sudut pandang hukum. Pasangan yang menikah, wali daerah, kedua 
sakni, dan hakim adalah anggota konstitusi pernikahan. Pernikahan tidak akan dianggap sah jika 
salah satu syarat tidak terpenuhi. Sebelum pernikahan dicoba, kondisi harus dipenuhi. Dua syarat 
pernikahan adalah kebutuhan material; yang pertama adalah syarat yang dimiliki oleh masing-
masing pihak dan yang kedua adalah syarat subjektif. Syarat yang melanggar hukum agama dan tata 
cara perkawinan disebut syarat resmi. 
 
Perkawinan-Anak : Definisi-dan-Faktor 
 
Nikah menurut KBBI adalah perjanjian antara dua orang, yaitu wanita dan pria, yang harus formal 
dan legal baik secara hukum maupun agama. Seseorang dapat menikah dengan cara yang diatur 
oleh undang-undang jika mereka cukup matang dan siap (Nugroho & Martinelli, 2018). Pernikahan 
anak didefinisikan sebagai pernikahan di mana baik pria maupun wanita masih di bawah usia 19 
yahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Dalam agama 
Islam, tidak ada istilah “dispensasi kawin”. Para ulama hanya mengatakan pernikahan anak boleh 
dianggap, tetapi mereka tidak menyebutkan usia minimal pernikahan (Michael, 2017). 
 
Perkawinan anak masih sering terjadi di golongan warga, baik di pedesaan maupun perkotaan. 
Sebagai faktor yang menyebabkan pernikahan anak menjadi dua karena  anak dank arena diluar 
naka adalah sebagai berikut: pendidikan anak, ikatan biologis, dan berbadan dua di luar nikah. 
Sebaliknya, karena uraian agama, ekonomi, adat, dan budaya semuanya berpengaruh pada anak  
(Imron et al., 2020). Pernikahan hanya boleh dilakukan setelah kedua [ihak mencapai usia 19 tahun. 
Sebagaimana tercantum dalamPasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan, 
“Pernikahan hanya dapat dilakukan jika kedua pihak berusia 19 tahun atau lebih. Menurut Pasal 6 
Ayat 2 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, calon pengantin harus 
mendapatkan izin dari orang tuanya sebelum berusia 21 tahun. Jika seseoranag belum mencapai 
usia minimal tersebut, mereka dapat menikah dengan dispensasi kawin dan Majelis Hukum Agama 
atau pejabat lain. Ini seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, Pasal 7 Ayat 2 yang menyatakan bahwa, jika ada penyimpangan dari ayat (1) pasal ini, 
mereka dapat meminta dispensasi dadi majelis hukum atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua 
orang tua dari pihak pria maupun wanita (Priyambodo, 2022). 
 
Kesimpulan dari semua persyaratan di atas adalah bahwa undang-undang perkawinan diuat umtuk 
mencegah perkawinan anak di bawah umur. Usia minimum ini ditetapkan untuk memastikan 
bahwa pasangan yang akan menikah memiliki kapasitas memntal yang cukup untuk membangun 
rumah tanga yang sehat dan bahagia tanpa perceraian 
 
Kota Surabaya : Perkawinan Anak dan Faktor Penyebab 
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Di era globalisasi saat ini, pergaulan semakin tidak terkendali, penggunaan smartphone yang tidak 
bisa dibatasi dan selalu berhati-hati. Remaja sekarang sangat mudah untuk mengakses apa saja 
yang ingin dicari, baik hal negati atau pun positif, dan kebanyakan remaja sekarang ingin tau 
tentang hal negatif seperti situs berbau pornografi, tidak hanya smartphone saja, tayangan televisi 
sekarang banyak yang tidak mendidik. Pergaulan bebas menyebabkan remaja perempuan hamil 
diluar nikah, dengan faktor pendidikan yang rendah serta kurang pembekalan keimanan yang 
disampaikan orang tua dan perilaku di masyarakat yang kurang baik yang melahirkan adanya 
pergaulan bebas (Maudina, 2019). Berdasarkan hasil observasi peneliti di Lembaga Pengadilan 
Agama Surabaya menemukan bahwa banyak perkawinan anak yang terjadi di Surabaya. Menurut 
UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan dapat dilakukan jika pasangan berusia 19 tahun. 

Menurut Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan 1974, calon pengantin pria harus terlebih dahulu 
mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama jika ingin menikah. Di Indonesia, 
perkawinan anak sendiri dianggap melanggar hukum. Hakim Pengadilan Agama Surabaya 
mengatakan, alasan kuat dan tegas pihak yang ingin menikah dengan anak menjadi dasar 
keputusan hakim menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. 

Dari penelitian yang dilakukan peneliti pada Pengadilan Agama Surabaya ini terungkap bahwa 
dalam kurun waktu tahun 2022-2023 terdapat 321 kasus permohonan dispensasi kawin yang 
diajukan dengan keterangan sebagai-beriikut: 
1. Diantara permohonan-surat nikah-yang diajukan ke Pengadilan-Agama Surabaya tahun 2022 
terdapat sebanyak 264 permohonan surat nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama 
Surabaya. 
2. Pada tahun 2023, sebanyak 57 permohonan surat nikah diajukan ke Pengadilan Agama 
Surabaya dan disetujui oleh Pengadilan Agama Surabaya.  

Pada dasarnya, perkawinan anak sangat berisiko terjadi perpecahan dalam rumah tangga, yang 
mana mereka belum siap secara mental untuk mebangun rumah tangga tak jarang terjadinya 
pertengkaran dalam rumah tangga mereka.  

Hasilppenelitianydi Lembaga Pengadilan Agama Surabaya menemukan beberapa alasana mengapa 
tejadi perkawinan anak: kehamilan di luar nikah atau MBA, faktor ekonomi, faktor lingkungan, 
dan faktor pemahaman agama.  

Perkawinan anak menurut Hakim Pengadilan Agama.  

Pada peineilitian teirdahulu meinunjukkan jika meireika yang meilakukan peirkawinan anak 
beirpandangan jika deingan meilakukan peirkawinan anak heindak jadi indah dalam meingarungi 
keihidupan rumah tangga, meinghindarkan meireika dari goidaan oirang lain, meinjauhkan meireika dari 
peirbuatan zina seihingga meireika bisa meilindungi keihrmatannya, seirta yang lain. Lalu bagaimana 
deingan pandangan hakim Leimbaga Peingadilan Surabaya teintang peirkawinan anak. Deifinisi anak 
beirsumbeir pada UU Peirlindungan Anak yang mana umur kurang dari 19 tahun. Pasal 7 UU 16 
2019 meingatur batasan umur peirkawinan pria seirta wanita yang diizinkan meirupakan minimun 19 
tahun. Oileih seibab, itu apabila teirdapat calon mempelai laki-laki seirta peireimpuan yang umurnya 
beilum meinggapai batasan umur teirseibut, hingga oirang tua caloin meimpeilai harus meimoihoin 
dispeinsasi kawin keipada Peingadilan teirleibih dulu. Jadi salah satu dikabulkannya dispeinsasi kawin 
bagi anak-anak yang umurnya kurang dari 19 tahun yaitu untuk meilindungi meireika dari-hal-hal 
yang-tidak di inginkan.-  

Dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Negara dan 
pemerintah menetapkan umur minimal seseorang dapat menikah. Ini dilakukan karena mereka 
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memiliki tanggung jawab untuk memikirkan dan mengubah kawin sebagai industry social yang 
melindunngi dan mengangkat martabat perempuan (Putra & Yunantoi, 2023). Untuk alasan bahwa 
perkawinan adalah acara penting, diperlukan diskusi yang seius tentangnya. Hal ini disebabkan 
oleh Undang-Undang yang mengatir batasan usia untuk memasuki perkawinan. Setipa anggota 
keluarga yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang memiliki berbagai konsekuensi. Ketika 
seorang suami dan istri menikah, merekan akan memiliki hubungan kuat satu sama lain sehinga 
mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah dan serta rahma dengan tujuan 
rumah tangga.  

Dalam masalah perkawinan, banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum menikah. Misalnya 
perkawinan tidak boleh dilakukan dalam satu atau dua tahun, tetapi dapat dilakukan seumur 
hidup. Oileih seibab itu, peirkawinan harusnya dilakukan deingan keisiapan meintal ataupun raga yang 
cukup matang. Keisiapan meintal ataupun raga di sini eirat kaitannya deingan umur seiseioirang pada 
saat meinikah, deingan keiteintuan yang dibuat oileih peimeirintah dalam meingatur batas umur 
seiseioirang untuk sah meilaksanakan peirkawinan teintu didasari oileih beirbagai peirtimbangan-
peirtimbangan teirteintu misalnya teirkait keiseihatan reiproiduksi yang sudahhmatang-bagii 
peireimpuan. Peirkawinan pasangann-di-bawah umur dapat-dilakukan meilalui peirseitujuan-dari 
Peingadilan-Agama, meingeinai peirsidangan dispeinsasi kawin untuk pasangan di bawah umur 
seibeilumnya wajib meimbuat peingajuan peirmoihoinan kei Peingadilan Agama teimpat dimana ia 
beirdoimisili, seiteilah itu peingajuan teirseibut akan diproiseis kei tahap peirsidangan seihabis meilalui 
beirmacam proiseidur-proiseidur yang ada seihingga meilalui peirsidangan akan dipeirtimbangkan oileih 
majeilis hakim guna meinyeitujui ataupun meinoilak meimbeirikan izin-nikah keipada pasanganoyang-
maasih-di-bawah-umur.. 

Hakim memutuskan apakah suatu kasus terutama yang digambarkan merupakan fakor atau 
peristiwa bukan hukumya. Hukuman hanyalah atauran dasar yang memutuskan apa yang harus 
dilakukan atau tidak. Dalam persidangan dispensasi kawin, hakim harus menghadiri para pihak di 
depan persidangan untuk mempertimbangkan pendapat masing-masing pihak. Ini dilakukan untuk 
memastikan bahwa hakim dapat memutuskan untuk menyetujui, menerima atau menolah 
persidangan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin dapat ditolak, tergantung pada bukti 
di persidangan.  

Karena perkembangan zaman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan masih 
menyebabkan masalah dalam praktiknya, baik yang berkatan dengan substansi Undang-Undang 
Pernikahan maupun bagaimana warga menguasainya. Hal ini disebabkan oleh dampak 
pertumbuhan pada era oeada kehidupan warga dan bangsa. Untuk mengikuti krputusan 
Mahkamah Konstitusi, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang 
menguban Undnag-Undang Nomor 1 Thaun 29174 tentang batas usia pernikahan. Jika kita 
melihat Naskah Akademik Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1972, kita dapat melihat bahwa alasan dibaliknya adalah untuk 
menghormati dan melindungi HAM, terutama hak anak. Dalam Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2019, usia minimal untuk menikah adalah perempuan dari 16 tahun menadi 19 tahun; 
demiian dengan suai kamin baik perempuan maupun pria harus menjadi 19 tahun (Riyadi et al., 
2022). 

Undang-Undang Pernikahan memberikan kesempatan kepada pasangan yang belum memasuki 
usia pernikahan tetapi harus dinikahkan. Undang-Undang ini memberi mereka kesempatan untuk 
mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Majelis Hukum Agama setempat. Orang tua salah 
satu calon mempelai juga dapat mengajukan permohonan dispensasi kaein ke Majelis Hukum 
Agama untuk menikahkan anak mereka, seperti yang diatur dalam Undang-UndANG Nomor 1 
Tahun 1974, Pasal 7 Ayat 2: 
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 “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau 
Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ataupun pihak wanita” 

Maraknya perkawinan anak tentu saja sangat mengkhawatirkan dan menjadi preseden kurang baik 
untuk masa depan Bangsa Indonesia (Pranita, 2021), mengingat akibat negatif yang disebabkan 
oleh pernikahan anak cukup banyak, seperti putus sekolah yang mana mereka belum memiliki 
pengalaman dalam dunia perkerjaan mereka masih belum memiliki kemampuan apa-apa, 
disamping itu juga tidak terdapatnya kesiapan psikologis atau fisik, tidak terdapatnya kematangan 
pengetahuan sosiologis dalam menghadapi suatu perkawinan. Sebagaimana wawancara yang telah 
penulis lakukan lebih dahulu diketahui bahwasanya salah satu alasan hakim mengabulkan 
permohonan dispensasi kawinan yaitu disebabkan banyak keadaan calon perempuan sudah 
mengandung terlebih dahulu, dalam-kehidupan masyarakat-orang yang berbadan dua saat sebelum 
nikah dianggap sebuah aib dan apalagi aib itu dilakukan oleh remaja yang usianya masih dibawa 
umur (Kurang usia buat melaksanakan perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan) 
(Kurniawati, 2021b), sehingga kerap kali perkawinan dijadikan jalur alternatif guna menutupi aib 
tersebut. Penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi ialah perkawinan anak yang telah hamil 
untuk menutupi rasa malu, apabila Pengadilan Agama tidak mengabulkan permohonan dispensai 
kawin maka hendak terkait langsung mengenai status serta keberlangsungan hidup anak tesebut 
dimasa mendatang. Tidak hanya itu dikabulkannya permohonan dispensasi kawinan pula 
disebabkan demi menjamin hak wanita serta hak anak, sebab perkawinan itu mengakibatkan nasab 
ke bawah, dalam hal ini madharatnya lebih besar kalo tidak segera dinikahkan. 

Secara biologis dan psikologis, Undnag-Undang Perkawinan mempertahankan calon mempelai 
karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan generasi yang baik. 
Pernikahan yang dilakukan akan mengahsilkan generasi yang burk, bukan hanya karena keturunan 
yang belum matang, tetapi juga karena masih muda dan tidak memiiki pengetahuan yang cukup 
tentang cara mengasuh anak, sehingga anak-anak akan berkembang dengan pola pengasuhan dan 
pendidikan yang buruk. 

Peradilan Agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, dihadapkan pada dua harapan besar. 
Pada awalnya, peradilan agama diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik 
mungkin. Peradilan agama diminta untuk menerapkan hukum atas masalah dengan 
mempertimbangkan fakta-fakta relevan (Maudina, 2019). Pada sisi ini, peradilan agama diwajibkan 
untuk menerapkan elemen normative hukum, kedua, peradilan agama diminta untuk 
memperhatikan kepentingan perempuan dan anak yang sering menjadi korban konflik keluarga. 
Hakim Peradilan Agama harus sangat peka dan sensitive terhadapyang dirasakan oleh perempuan 
dan anak yang menjadi korban dari tindakan suami atau ayah mereka yang melanggar tanggung 
jawab. Diharapkan bahwa keputusan yang dihasilkan dari perkara-perkara tersebut dapat 
memberikan perbaikan yang cepat dan tepat bagi perempuan dan anak. 

Tindakan rasional Hakim dalam memutuskan dispensasi kawin sebab hamil diluar pernikahan oleh 
Pengadilan-Agama, dalam putusannya umumnya selalu_memuculkan bahwa dispensas_kawin 
diberikan guna kebaikan serta menjauhi kemudharatan, ditakutkan apabila tidak dinikaahkan akan 
menambah_dosa serta terjalin perkawinan_di bawah tangan_yang hendak memunculkan proses 
hukum_yang_akan terjadi selanjutnya ataupun menyebabkan ketidak pastian secara yuridis. 

Diperbolehkannya mengajukan dispensasi kawin dalam kondisi yang memanglah sangat menekan 
ini ialah wujud perwujudan dari konsep sadd_adz--dzari’ ah, secara sederhana metode sadd adz- 
dzari’ ah ialah aksi pencegahan supaya tidak terjalin suatu yang memunculkan mudharat yang lebih 
besar, misalnya terjalin perzinaan, sebab bersamaan dengan pertumbuhan era-globalisasi saat ini, 
banyak kasus baru yang timbul serta memerlukan rumusan hukum, sehingga perkawinan-antara 
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laki-laki serta perempuan_dimaksudkan selaku_upaya_memelihara-kehormatan_diri (Maudina, 
2019), supaya tidak_terjerumus pada perbuatan_yang dilarang, menjamin kelangsungan_hidup 
umat manusia, menjalin rumah tangga yang penuh kasih-antara-suami istri dan saling membantu-
untuk kepentingan-bersama.-  

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa itu termasukkan dalam tindakan. Weber 
membedakan menjadi empat jenis tindakan sosial: 1. Tindakan Rasionalitas Instrumen: itu adalah 
tindakan sosial yang didasarkan pada upaya untuk mencapai tujuan dengan tujuan yan efektif dan 
tersedia sebagai sarana untuk mencapanya. 2. Rasionalitas Tindakan: Tindakan nilai didasarkan 
pada persepsi, penilaian, dan tujuan yang baik yang didasarkan pada nilai-nilai individu yang 
absolut. 3. Rasionalitas tradisional: bertindak berdasarkan tradisi dan menunjukkan perilaku 
tertentu dari kebiasaan leluhur tanpa pemikiran atau perencanaan. 4. Tindakan rasionalitas afektif: 
tidak rasional, spontan, dan ekspresi emosi. 

Teori mengenai perilaku sosial yang disampaikan oleh Weber, peneliti berpendapat bahwa 
tindakan sosial yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak yang dapat dibedakan menjadi 
jenis tindakan rasionalitas afektif. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas tersebut 
bahwasannya jenis tindakan sosial ini biasanya dpengaruhi oleh emosi dan perasaan tanpa 
dipikirkan atau dpersiapkan secara sadar. Rasionalitas afektif adalah tindakan irasional dan 
spontan yang merupakan ekspresi emosional seseorang (Prahesti, 2021).  

Peneliti berpendapat bahwa banyak faktor penyebab tingginya angka faktor ekonomi, sosial dan 
lainnya mempeengaruhi perkawinan anak . Peneliti berpendapat bahwasannya penyebab 
perkawinan anak ini sebagian besar disebabkan oleh kehamilan diluar nikah dan usia mereka 
belum memenuhi persyaratan UU yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peneliti beranggapan 
hamil diluar nikah menyebabkan banyaknya masalah tersebut, karena remaja yang berkencan 
melewati batas dan melakukan hubungan seks dengan cara yang tidak di inginkan. Dalam situasi 
ini, mereka terlibat dalam apa yang disebut sebagai aksi sosial efektif, yang didominasi oleh emosi 
atau perasaan daripada refleksi atau perencanaan intelektual yang sadar; ini adalah jenis tindakan 
sosial yang diusulkan oleh Weber. Tindakan sosial seperti ini bersifat spontan, irasional, dan 
merupakan ekspresi emosional seseorang. 

Seseorang yang matang secara emosional mampu menerima keadaan mereka sendiri maupun 
keadaan orang lain yang tidak sesua dengan tujuan mereka. Dalam hal ini, usia sangat penting 
untuk menentukan cara berpikir secara objektif bukan berdasarkan perasaaan dan keinginan 
sesaat, yang dapat merugikan kedua belah pihak. Sumber nomor satu menyatakan bahwa 
perkawinan anak terutama di kalangan remaja banyak menimbulkan dampak negative dari 
pergaulan bebas. 

Perkawinan adalah kontrak halal dan suci yang dilakukan antarasseorangppria dengannseorang 
wanitaauntuk mewujudkan keluargayyang harmonis dan-bahagia (Musyafah, 2020). Perkawinan 
adalah akad (perjanjian) suci untuk hidup sah sebagaissuami istriddanmmembangun 
rumahttangga yang harmonis, bahagia maka unsur utamanya yaitu adanya perjanjian atau ikatan 
suci yang melibatkan keduanya yaitu seorang priaddan wanita.. Kedua, terjalinnya 
keluargabbahagia danssejahtera (ma’ruf, sakinnah, mawwaddah wa rahmah). Ketiga 
yaitukkebahagiaan yangkkekal dan penuh-kesempurnaanbbaik secara materi, spiritual dan moral 
(Marpi, 2020). 

Berdasarkan pengertian diatas, penelitieberpendapatttidakssetuju dengan-adanya perkawinan anak 
inizkarenammelihat bahwa_hal-hal terjadi di masyarakat-khususnya remaja yang hamil-diluar 
nikah dan usia yang kurang-dari UU.. Perkawinan menurutyhukum perdataqadalah-suatu 
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perbuatannantara .laki-laki dan perempuan. yang hidup. bersama secara kekal. atau abadi, 
yanggdilakukan dengan cara yang ditentukan oleh UU dan bertujuan untuk memenuhi syarat yang 
berlaku bagi keberlangsungan perkawinan. Usia yang telah ditetapka oleh UU beranggapan sudah 
tepat dan sudah sesuai dengan subjekhhukum tersebuttkarenaamelihat subjek-hukum tersebut-
sudahdsiap secara mental dan-fisik. 

 
KESIMPULAN  

Tindakan rasional Hakim-dalam-memutuskan dispensasi-kawin di LembagaPPengadilan-Agama 
Surabaya bahwa dapattdiketahuii faktor terjadinya dispensasi-kawin atau perkawinana anakksendiri 
terbagi9menjadi 4 faktor, keempat faktor tersebut terdiri dari: 1. Faktor penyebab kehamilan di 
luar nikah, 2. Faktor ekonomi, 3. Faktor pendidikan, dan 4. Faktor lingkungaan.. dalam memutus 
dispensasi perkainan anak di Pengadilan Agama Surabaya. 
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